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WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4931);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
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Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALI KOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi :
Laporan Realisasi Anggaran,;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan.

@ oo o

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan kinerja.
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai
berikut :

a. Pendapatan Rp. 739.376.035.908,16

b. Belanja Rp. 736.472.621.463,00
Surplus/ (Defisit) Rp. 2.903.414.445,16

c. Pembiayaan

- Peneriman Rp. 3.740.134.804,87
- Pengeluaran Rp. 0,00
Surplus/ (Defisit) Rp. 3.740.134.804,87
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 6.643.549.250,03
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp30.007.182.021,17 dengan rincian sebagai berikut:
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a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 769.383.217.929,33
b. Realisasi Rp. 739.376.035.908,16

Selisih lebih/(kurang) Rp. 30.007.182.021,17

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp38.035.647.558,20 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 774.508.269.021,20
b. Realisasi Rp. 736.472.621.463,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 42.776.530.485,00

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(3.740.134.805,08) dengan rincian sebagai
berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (5.125.051.091,87)
b. Realisasi Rp. 2.903.414.445,16

Selisih lebih/(kurang) Rp. 8.028.465.537,03

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(1.384.916.287,00) dengan rincian
sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 5.125.051.091,87

setelah perubahan
b. Realisasi Rp. 3.740.134.804.,87

Selisih lebih/(kurang) Rp. (1.384.916.287,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00

setelah perubahan
b. Realisasi Rp. 0,00

Selisih lebih /(kurang) Rp. 0,00
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(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(1.384.916.287,00) dengan rincian sebagai

berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan netto Rp. 5.125.051.091,87
setelah perubahan
b. Realisasi Rp. 3.740.134.804,87
Selisih lebih/(kurang) Rp. (1.384.916.287,00)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31
Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 3.740.134.804,87
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai
Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan Rp. 3.740.134.804,87
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 6.643.549.250,03
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut :
a. Jumlah Aset Rp. 1.974.697.486.756,20
b. Jumlah Kewajiban Rp. 8.964.211.565,08
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.965.733.275.191,12
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut :
a. Jumlah Pendapatan Rp. 759.231.025.410,08
b. Jumlah Beban Rp. 738.412.676.084,09
Selisih lebih/(kurang) Operasional Rp. 20.818.349.325,99
c. Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00
Surplus/defisit sebelum Rp. 20.818.349.325,99

pos luar biasa



d. Pos Luar Biasa Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang) Laporan Rp. 20.818.349.325,99
Operasional
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2024 Rp. 2.630.823.536,87

b. Arus kas bersih dari aktifitas operasi Rp. 124.720.593.025,16

c. Arus kas bersih dari aktifitas investasi Rp. (121.817.178.580,00)

d. Arus kas bersih dari aktifitas transitoris Rp. 1.109.211.185,00

e. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Rp. 6.643.449.167,03
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 1.953.756.601.256,69

b. Selisih lebih/(kurang) Laporan Operasional Rp. 20.818.349.325,99

c. Jumlah Ekuitas Akhir Rp. 1.965.733.275.191,12
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Organisasi;
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Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX.1
Lampiran XX.2

-9-

Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan
Pembiayaan;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Serta Jenis Pendapatan, Belanja Dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Dan Sub Kegiatan,;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Inventasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah terdiri atas :
Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Ikhtisar laporan keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
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Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di
Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 September 2025
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA’A LAOLI
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA
LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (3-105/2025)

NIP. 19850111 201101 1 004



